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Abstract: In February 2021, the hashtag #ShopeeBunuhUMKM (Shopee Kills SMEs) stirred controversy among SMEs in Indonesia. The government responded by investigating allegations of predatory pricing in Indonesian e-commerce. The research employed a descriptive design, gathering secondary data through literature review of books, journals, reports, and relevant internet sources. The research findings indicated that the Indonesian government implemented measures like regulatory drafting and summoning multinational corporations (MNCs) in response to the study. Predatory pricing in Indonesian e-commerce was primarily attributed to the absence of regulations governing imports in cross-border B2B e-commerce. This led to the proliferation of inexpensive imported goods through e-commerce platforms' promotions, significantly impacting local SMEs involved in the production and distribution of domestic products.
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Pendahuluan

Kemajuan teknologi dan informasi menciptakan inovasi dalam perdagangan, termasuk lahirnya e-commerce sebagai hasil evolusi teknologi internet (Abdul Halim Barkatullah; S.Ag.; SH.; M.Hum, 2019). E-commerce adalah proses transaksi barang dan jasa secara online melalui perangkat elektronik yang terhubung internet (VanHoose, 2011). Hal ini juga terkait dengan pertumbuhan perdagangan internasional dan kerjasama antarnegara untuk menghilangkan proteksi dalam perdagangan lintas negara (Winarno, 2014).
Permintaan tinggi terhadap barang impor mendorong persaingan di antara pelaku bisnis, yang mendorong mereka untuk menawarkan harga lebih rendah dan kualitas lebih baik (Wahyuningsih, 2019). E-commerce dipilih sebagai sarana oleh importir karena biaya operasional yang rendah dan kemampuan untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah. Namun, hadirnya barang impor murah dan subsidi dari platform e-commerce dapat mengarah pada praktik persaingan yang tidak adil, seperti predatory pricing (Kartajaya, 2013).
Pada tahun 2020, kasus predatory pricing terjadi dalam e-commerce di Amerika Serikat dan India. Kasus di Amerika Serikat melibatkan penawaran produk palsu murah yang mirip dengan merek terkenal (United States Trade Representative, 2020), sementara di India, beberapa platform e-commerce besar menawarkan diskon besar-besaran yang tidak dapat ditandingi oleh produsen lokal UMKM (India Today, 2020). Pada tahun 2021, Kementerian Perdagangan RI menemukan praktik predatory pricing dalam e-commerce, yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Perdagangan dalam rapat nasional HIPMI. Temuan tersebut termasuk praktik predatory pricing pada produk hijab impor yang merugikan harga produk hijab UMKM di Jakarta (Nurdiana, 2021).
Sebagai tanggapan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi e-commerce dari praktik predatory pricing melalui penyusunan regulasi dan kebijakan proteksionisme. Penelitian dengan judul upaya pemerintah Indonesia memproteksi e-commerce dari praktik predatory pricing tahun 2016 - 2023 membahas upaya-upaya kebijakan proteksionisme yang dilakukan sejak tahun 2016.


Kerangka Teori

Konsep Predatory Pricing
Predatory pricing adalah strategi bisnis dengan menetapkan harga jual produk lebih rendah dari biaya produksi atau pesaing, untuk mengeliminasi pesaing dan menguasai pasar (Areeda & Turner, 1975). Dalam konsep ini, penurunan harga harus bersifat sementara atau jangka panjang, bertujuan untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang, mengeliminasi pesaing, dan dilakukan oleh perusahaan dengan kekuatan pasar yang besar serta mampu menahan kerugian jangka pendek (Areeda & Turner, 1975). Praktik predatory pricing telah dibahas sejak awal abad ke-20, dengan perhatian khusus pada tahun 1970-an dan 1980-an dalam konteks dampaknya terhadap persaingan pasar dan efisiensi ekonomi (new palgrave dictionary of economics, 2016).
	Teori Proteksionisme
Teori proteksionisme dikembangkan oleh Georg Friedrich List pada tahun 1970-an untuk melindungi pasar domestik dari industri baru yang belum siap bersaing (Shafaeddin, 2000). Hukum nasional digunakan untuk mengatur jumlah impor dan melindungi perekonomian serta usaha domestik dari produk asing yang ingin bersaing di pasar nasional (BURCIU et al., 2023).
Kebijakan proteksionisme yang dapat diterapkan oleh suatu negara antara lain:
a. Penetapan Tarif: Bea masuk yang tinggi diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan pendapatan negara (Basuki, 2017). Tarif ini meningkatkan harga barang impor, mendorong produksi dalam negeri, dan mengurangi impor.
b. Kuota Impor: Pembatasan jumlah barang impor digunakan untuk mengurangi pasokan barang di pasar, meningkatkan harga barang, meningkatkan produksi dalam negeri, dan mengurangi impor (Basuki, 2017).
c. Larangan Ekspor-Impor: Larangan ekspor-impor diterapkan untuk mencegah masuknya produk asing ke pasar domestik, baik untuk alasan politik maupun ekonomi. Larangan impor bertujuan melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri.
d. Subsidi: Pemerintah memberikan subsidi untuk mengurangi biaya produksi barang dalam negeri. Subsidi memungkinkan produsen dalam negeri menjual barang dengan harga lebih murah dan bersaing dengan barang impor. Subsidi dapat berupa bantuan tenaga ahli, mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, dan lain sebagainya.
Konsep E-commerce
E-commerce adalah teknologi informasi yang memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer (Hartman et al., 2000). Ini melibatkan transaksi antara pembeli dan penjual, dan memberikan fleksibilitas dalam proses bisnis tanpa batasan waktu dan ruang (Iman, 2021). Perusahaan harus memanfaatkan e-commerce untuk membangun jaringan dengan institusi lain dan meningkatkan kinerja bisnis intinya (Fingar et al., 1999).
Dalam rantai bisnis, terdapat empat jenis hubungan: pemasok, distributor, rekanan/mitra, dan konsumen (Fingar et al., 1999). Setiap perusahaan memiliki proses inti yang berinteraksi dengan hubungan tersebut. Sebelumnya, hubungan dilakukan satu lawan satu, tetapi dengan e-commerce, hubungan dapat dilakukan banyak lawan banyak dengan lebih cepat, baik, dan murah.E-commerce dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:
a. Business-to-Business (B2B): E-commerce antara perusahaan, terutama melalui Electronic Data Interchange (EDI) dan e-mail. Pertumbuhannya disebabkan oleh layanan digital yang mempermudah bisnis (Mavilinda & Nazaruddin, 2022).
b. Business-to-Consumer (B2C): E-commerce antara bisnis dan konsumen, melibatkan pembelian produk fisik atau digital seperti perangkat lunak. Keunggulannya adalah menghemat biaya dan waktu serta mengurangi hambatan masuk ke pasar (Iman, 2021).
c. Business-to-Government (B2G): E-commerce antara perusahaan dan sektor publik atau pemerintah, terkait proses pengadaan dan perizinan. Saat ini ukurannya masih belum signifikan (Effendy et al., 2019).
d. Consumer-to-Consumer (C2C): E-commerce antara individu di sektor swasta, dengan dua jenis yang mencakup lelang dan sistem peer-to-peer. Menciptakan potensi pasar baru (Effendy et al., 2019).
e. Mobile Commerce (m-commerce): Pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui smartphone, termasuk layanan seperti mobile banking dan investasi (Effendy et al., 2019).


Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam memproteksi e-commerce dari predatory pricing tahun 2016-2023. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan content analysis untuk memahami fenomena dan faktor yang mempengaruhi praktik predatory pricing dalam bisnis e-commerce di Indonesia.
Data yang digunakan adalah data sekunder dari literatur, artikel, jurnal, dan informasi yang ditemukan melalui internet. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memilih sumber yang relevan dengan topik penelitian.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, khususnya analisis konten. Dokumen-dokumen seperti undang-undang, kebijakan, dan peraturan terkait digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan langkah-langkah proteksionisme yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memproteksi e-commerce dari praktik predatory pricing.




Hasil dan Pembahasan

Tantangan-Tantangan dalam E-commerce di Indonesia
E-commerce menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk praktik penggelapan pajak yang dilakukan melalui platform tersebut. Pelaku penggelapan pajak memanfaatkan model bisnis yang inovatif dan kompleks untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak mereka. Hal ini sulit diatasi karena kesulitan mengumpulkan data dan memantau transaksi online yang melibatkan banyak pelaku yang tersebar di berbagai negara. E-commerce juga menimbulkan tantangan lain seperti tingkat kompetisi yang tinggi, teknologi, dan logistik, terutama bagi UMKM di Indonesia (Rerung, 2018). Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar UMKM dapat bersaing di era e-commerce.
1. Tingkat Kompetisi yang Tinggi: Pasar e-commerce Indonesia adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, dengan GMV ekonomi Internet mencapai 72 miliar USD pada tahun 2018 (Respati, 2022). Indonesia menunjukkan pertumbuhan GMV terbesar dan paling cepat di antara enam negara di wilayah tersebut. Pada tahun yang sama, terdapat sekitar 150 juta pengguna dengan GMV ekonomi internet sebesar 27 miliar USD (Angelia, 2022). Diperkirakan GMV ekonomi internet Indonesia akan mencapai 100 miliar USD pada tahun 2025 (Angelia, 2022). Tingginya persaingan mendorong munculnya banyak pelaku bisnis e-commerce di Indonesia, dengan platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada mendominasi pasar. Kompetisi ini juga memunculkan program diskon besar dan layanan pengiriman gratis. Namun, beberapa pelaku bisnis e-commerce menggunakan barang impor murah untuk bersaing.
2. Teknologi: Indonesia menghadapi kendala teknologi dalam sektor e-commerce (Fonna, 2019). Infrastruktur internet terbatas, terutama di daerah pedesaan, dan masih tertinggal dalam teknologi produksi massal (Kominfo RI, 2017). Selain itu, tantangan geografis juga ada karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan distribusi penduduk yang tidak merata (Kominfo RI, 2017). Gangguan koneksi internet sering terjadi akibat bencana alam, seperti gempa bumi (Maryati, 2016). Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi produksi juga belum mencukupi. Vietnam telah mengungguli Indonesia dalam ekspor produk manufaktur karena investasi manufaktur padat karya dari China ((Burhanudin, 2019).
3. Logistik: Indonesia memiliki LPI (Logistic Performance Index) yang masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga ASEAN dan negara berkembang lainnya, menempati peringkat 63 dari 139 negara yang ditinjau (Ramli, 2023). Logistik menjadi tantangan utama dalam e-commerce karena mempengaruhi biaya operasional dan pengiriman barang (Ramli, 2023).


Indikasi-indikasi Praktik Predatory Pricing dalam Bisnis E-commerce di Indonesia
Presiden Joko Widodo pada Maret 2021 menyampaikan keprihatinan terhadap praktik perdagangan yang melanggar aturan dan indikasi predatory pricing yang meningkatkan impor barang konsumsi melalui e-commerce. Data BPS menunjukkan pertumbuhan impor barang konsumsi rata-rata 6,88% per tahun, lebih tinggi daripada impor bahan baku/penolong dan barang modal (Setiaji, 2021). Hal ini mengindikasikan kecenderungan di perekonomian Indonesia dimana beberapa orang lebih memilih menjadi importir (Setiaji, 2021). Beberapa indikasi tersebut antara lain:
1. Indikasi Praktik Predatory Pricing pada Produk Batik
Impor pakaian jadi, termasuk batik impor, memiliki dampak negatif pada UMKM batik lokal. Pada tahun 2020, impor pakaian jadi mencapai 773,76 juta USD  (Setiaji, 2021). Batik impor murah memicu persaingan ketat dan penurunan permintaan serta penjualan UMKM batik.
GKBI telah meminta penghentian impor batik dari China sejak 2008 (Suhartono, 2008). Importir gelap membuat batik tiruan dari China dan India yang mengancam kelangsungan usaha produsen batik lokal (Hamdani, 2019). Persaingan ini juga terjadi di platform e-commerce dengan harga lebih murah dan diskon menarik.
Peneliti mengumpulkan data UMKM batik Indonesia dengan toko online pada tahun 2023 berdasarkan transparansi informasi. Tujuannya adalah menghindari toko online anonim yang mungkin menjual batik impor dan melakukan tindakan ilegal.
Dalam analisis harga rata-rata, kemeja batik pria memiliki harga terendah sekitar Rp 186.451 dan dress wanita sekitar Rp 296.837. Hal ini sejalan dengan harga standar batik cap yang berkisar antara Rp 180.000 hingga Rp 250.000 menurut APPBI (Sandi, 2022).
Meskipun harga batik impor dari China seringkali di bawah Rp 50.000, termasuk harga Rp 35.000 untuk 2 pcs, pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan produksi dan penjualan batik (Kurnia, 2021). Jumlah perajin batik berkurang drastis dan penjualan batik turun hingga 75% (Atmaja & Novitaningtyas, 2021). Impor batik murah dari China menjadi tantangan serius bagi UMKM batik di Indonesia dan mengancam keberlanjutan industri batik lokal.
2. Indikasi Praktik Predatory Pricing pada Produk Hijab
Potensi ekonomi nasional dari industri hijab di Indonesia sangat besar, dengan transaksi mencapai 1 miliar lembar per tahun atau sekitar Rp 91 triliun (World Economic Forum, 2022). Namun, hanya 25% produk hijab yang diproduksi secara lokal, sehingga potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemain lokal (World Economic Forum, 2022).
Indonesia memiliki populasi Muslim sekitar 86,9% dari total penduduk, mencapai sekitar 273 juta jiwa (Bayu, 2022). Ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi besar yang belum dimaksimalkan oleh pelaku UMKM. Pertumbuhan dan pasar yang besar dalam industri hijab dapat memberikan dampak positif pada perekonomian, tetapi diperlukan lebih banyak produk lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha yang lebih luas.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan praktik predatory pricing yang dilakukan oleh platform e-commerce global dalam konferensi pers (Republika, 2021). Praktik ini melibatkan penetapan harga sangat rendah untuk menghancurkan pesaing dan merugikan UMKM di sektor fashion Islam di Indonesia.
Beberapa kasus nyata menunjukkan bagaimana produk hijab asing dengan harga sangat rendah mengancam produsen dalam negeri. Praktik predatory pricing ini membuat UMKM sulit bersaing dan merugikan industri UMKM Indonesia. Diperlukan langkah untuk menertibkan praktik ini agar produk dalam negeri tidak tersingkir oleh produk asing yang lebih murah.
Impor hijab dengan harga rendah merugikan produsen dalam negeri dan membahayakan persaingan. Praktik ini mematikan penjualan produk Indonesia karena masyarakat lebih cenderung mencari harga yang lebih murah.
3. Indikasi Praktik Predatory Pricing pada Produk Kerajinan Bambu
Produk kerajinan tangan Indonesia bersaing dengan produk serupa dari China dan Vietnam (Deny, 2015). Pemerintah berusaha mempromosikan produk kerajinan tangan sebagai kekuatan Indonesia, tetapi untuk produksi massal, Indonesia kalah bersaing. UMKM kerajinan tangan menjadi sektor yang menjanjikan di Indonesia, terutama dalam e-commerce.
Penelitian menunjukkan harga sedotan bambu UMKM berkisar Rp 1.000-2.000 per pcs, sementara harga di e-commerce lebih rendah, yaitu sekitar Rp 200-700. Pencarian "sedotan bambu" di platform shopee menunjukkan penjualan ribuan pcs dengan harga tersebut.
Data pendukung menunjukkan bahwa sedotan bambu dengan harga rendah cenderung produk impor melalui e-commerce. Harga sedotan bambu di Alibaba berkisar Rp 152,06-304,11, dan ada suplier Vietnam dengan harga Rp 15,21-22,81 per pcs (minimum order 20.000 pcs).
[bookmark: _gjdgxs]Harga rendah dari pelaku bisnis besar atau importir kerajinan tangan dapat menurunkan harga di e-commerce dan mengurangi keuntungan UMKM. Meskipun Indonesia memiliki pasokan bahan baku yang melimpah, produk kerajinan bambu Indonesia kalah bersaing dengan produk serupa dari China dan Vietnam. China dan Vietnam mendominasi pasar global untuk produk bambu, sementara Indonesia berada di posisi yang lebih rendah (Deny, 2015).
[bookmark: _30j0zll]
[bookmark: _1fob9te]Penyebab Praktik Predatory Pricing dalam Bisnis E-commerce di Indonesia
[bookmark: _3znysh7]Penyebab praktik predatory pricing dalam bisnis e-commerce bisa bervariasi. Salah satu penyebab utamanya adalah persaingan sengit antara platform e-commerce besar dan kecil. Platform besar sering menawarkan harga yang sangat rendah untuk menarik pelanggan dan mengeliminasi pesaing kecil. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi praktik ini termasuk kurangnya regulasi yang memadai, kecenderungan perusahaan besar untuk menanggung kerugian sementara, dan kurangnya kesadaran konsumen tentang pentingnya mendukung harga yang adil dan kualitas produk yang baik. Penelitian ini akan menjelaskan penyebab praktik predatory pricing dalam bisnis e-commerce di Indonesia.
1. [bookmark: _2et92p0]Tingginya Transaksi Impor Melalui Cross-Border E-commerce
[bookmark: _tyjcwt]Transaksi cross-border dalam e-commerce memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan menjangkau konsumen di luar batas geografis yang lebih luas. Namun, maraknya impor cross-border dapat memberikan tekanan signifikan pada UMKM karena persaingan yang ketat dengan produk impor  (Nono Heryana et al., 2023). China, Amerika Serikat, dan Singapura adalah tujuan transaksi cross-border yang populer (Subiantoro, 2018). E-commerce lintas batas mengalami perkembangan pesat di Indonesia, dengan peningkatan jumlah paket e-commerce impor yang signifikan (Subiantoro, 2018). Produk impor seringkali menawarkan harga lebih rendah, kualitas lebih baik, atau variasi produk yang lebih banyak, yang dapat menggeser permintaan konsumen dari produk-produk UMKM.
Praktik perdagangan lintas batas dalam e-commerce juga memiliki konsekuensi yang signifikan. Kesulitan bagi pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi berlaku merupakan salah satu dampaknya. Praktik penjualan lintas batas juga tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tidak menguntungkan pemerintah dari segi perpajakan (M. Irsan Nasarudin; S.H.; et al., 2014).
Splitting, yaitu memecah transaksi pembelian barang impor menjadi beberapa transaksi terpisah untuk menghindari pembayaran bea masuk yang berlaku, adalah praktik yang kontroversial dan dapat dianggap ilegal jika dilakukan dengan tujuan menghindari pembayaran bea masuk yang seharusnya dibayar (Ihza Prakoso et al., 2022).
2. Perilaku Konsumtif Masyarakat Indonesia
Masyarakat Indonesia tergoda oleh diskon besar-besaran, flash sale, dan program cashback yang dapat mendorong pembelian yang tidak diperlukan. Sekitar 51% konsumen e-commerce termasuk dalam kategori "discount seekers", yang mencari dan memanfaatkan tawaran promosi dan diskon (Respati, 2022). Discount seekers berdampak pada tingginya predatory pricing di e-commerce, di mana penjual menetapkan harga rendah untuk mengalahkan pesaing (Yova, 2021). Hal ini menciptakan persaingan yang ketat di antara penjual.
Penjual merasa terdorong untuk menawarkan harga rendah untuk menarik konsumen pemburu diskon, tetapi beberapa penjual dapat terjebak dalam praktik predatory pricing. Predatory pricing dan promosi potongan harga membuat pasar semakin price-sensitive, sehingga konsumen lebih fokus pada harga daripada kualitas (Bestari, 2021). Beberapa e-commerce juga menjual barang plagiat atau meniru produksi UMKM dalam negeri (Astutik, 2021).
Perilaku konsumtif masyarakat Indonesia yang mengutamakan keinginan membeli barang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan nilai, manfaat, atau kualitasnya juga mempengaruhi penjualan barang plagiat (Wardani & Anggadita, 2021). Penjualan barang bajakan dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran konsumen tentang pentingnya membeli barang asli dan kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pemalsuan barang. Faktor ekonomi, seperti keterbatasan anggaran dan keinginan memenuhi gaya hidup konsumsi tertentu, juga mendorong masyarakat untuk memilih barang plagiat.
Selain itu, e-commerce juga diketahui membocorkan informasi industri dalam negeri kepada perusahaan China (Astutik, 2021). Data tersebut disadap oleh kecerdasan buatan yang digunakan oleh perusahaan digital asing, kemudian digunakan untuk membangun industri serupa di China dan barangnya diimpor kembali ke Indonesia (Astutik, 2021). Hal ini menyebabkan barang-barang murah yang tidak memenuhi standar beredar di platform e-commerce Indonesia.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Memproteksi E-commerce dari Praktik Predatory Pricing
Pemerintah perlu menangani praktik predatory pricing dalam e-commerce karena merugikan konsumen dan pelaku usaha lokal. Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah berikut ini:
1. Peraturan Pembatasan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha E-commerce yang Efektif Mulai Tahun 2016
Batasan kepemilikan saham oleh investor asing dalam sektor e-commerce diatur dalam revisi Daftar Negatif Investasi yang disusun oleh BKPM (Kominfo RI, 2016). Tujuannya adalah melindungi perusahaan e-commerce skala kecil dalam negeri agar tidak terlalu cepat diakuisisi oleh investor asing. Terdapat tiga tingkatan perusahaan e-commerce berdasarkan nilai perusahaan, dan batasan kepemilikan saham asing ditetapkan sesuai dengan nilai pekerjaan. Investor asing tidak diizinkan memiliki saham dalam perusahaan dengan nilai pekerjaan di bawah 10 miliar (Sekretariat Kabinet RI, 2016). Untuk perusahaan dengan nilai pekerjaan antara 10 miliar hingga 100 miliar, kepemilikan saham asing maksimal 49% (Sekretariat Kabinet RI, 2016). Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 (Sekretariat Kabinet RI, 2016).
2. Pemberian Serta Perubahan Tarif Cukai dan Ambang Batas (Threshold) Barang Impor E-commerce (2016 - 2020)
Pemerintah menerapkan aturan impor barang kiriman melalui e-commerce untuk mendukung produksi lokal dan penggunaan produk dalam negeri (Minarsih, 2018). Peraturan tersebut mengatur nilai pembebasan bea masuk dan PDRI untuk barang kiriman serta mengenakan batasan kepemilikan saham oleh investor asing. Aturan ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang adil antara produk dalam negeri dan produk impor melalui e-commerce, serta mencegah praktik fraud import.
Pemerintah menurunkan ambang batas barang impor melalui e-commerce menjadi Rp 42.000 dengan tarif bea masuk impor sebesar 7,5% untuk barang di atas batas tersebut (Fauzia, 2019). Tarif bea masuk, PPN, dan PPh untuk barang impor melalui e-commerce juga telah dirasionalisasi menjadi ± 17,5% (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2020). Ada perlakuan khusus untuk tas, sepatu, dan produk tekstil. Selain itu, 12 perusahaan e-commerce telah ditunjuk sebagai pemungut PPN untuk produk digital, termasuk Shopee dan JD.ID (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2020).
Pembelian produk melalui e-commerce tidak dikenai PPN kecuali untuk barang dan jasa digital/virtual dari penjual luar negeri, seperti e-book, perangkat lunak komputer, dan layanan streaming audio visual (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2020).
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik yang Efektif Mulai Tahun 2020
KPPU adalah badan independen yang mengawasi penerapan UU Nomor 5 tahun 1999 terkait monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Sekeretariat Kabinet RI, 2019). Dalam e-commerce, KPPU menangani perilaku diskriminasi atau pemberian fasilitas khusus, serta eksploitasi terhadap usaha lainnya. KPPU juga mengeluarkan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2020 untuk memudahkan masyarakat melaporkan persaingan usaha tidak sehat secara elektronik.
Dalam penanganan perkara secara elektronik, KPPU menggunakan fasilitas elektronik untuk pengajuan dokumen, panggilan sidang, dan persidangan (Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2022). Prosedur kegiatan mengikuti peraturan KPPU yang berlaku. KPPU memiliki wewenang memberikan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan, pembayaran ganti rugi, dan denda kepada pelaku usaha yang melanggar UU No. 5/1999. Pelanggaran juga dapat dikenakan hukuman pidana berupa denda atau kurungan (Sekretariat Kabinet RI, 1999). Selain itu, pelanggaran dapat berakibat pada pencabutan izin usaha, larangan jabatan, atau penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian pada pihak lain (Sekretariat Kabinet RI, 1999).
4. Kebijakan Kementerian Menteri Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) tentang Pembatasan Impor E-commerce pada Tahun 2021
Pada Februari 2021, Menkop UKM RI, Teten Masduki, memanggil Shopee terkait dugaan predatory pricing dan pemberian diskon berlebihan pada produk impor China (Setyowati, 2023). Hal ini dianggap berpotensi merugikan peluang UMKM. Setelah koordinasi tersebut, Shopee mengeluarkan ketentuan untuk menghentikan penjualan 13 kategori produk cross-border dan masih terus mengidentifikasi kategori lain yang mungkin ditutup.
Menurut Menkop UKM, langkah Shopee dalam menutup akses terhadap 13 kategori produk impor telah tepat. Kategori-kategori tersebut meliputi berbagai jenis pakaian muslim untuk wanita, pria, dan anak-anak, hijab, aksesoris muslim, peralatan sholat, dan batik dan kebaya (Septyaningsih, 2021).

5. Merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50 Tahun 2020 (2021-  2023)
Pada 2021, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengembangkan aturan baru untuk perdagangan online melalui platform e-commerce (Malik & Rachman, 2021). Aturan ini bertujuan untuk memperkuat peran UMKM dan mencegah praktik ilegal seperti predatory pricing. Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan UKM membahas pentingnya aturan ini untuk menciptakan kesetaraan dalam berusaha bagi pelaku usaha digital dan konvensional (Gunawan, 2022).
Salah satu praktik ilegal yang diidentifikasi adalah predatory pricing, yang akan diatasi melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 (Gunawan, 2022). Aturan baru ini diharapkan dapat menciptakan kesetaraan dan persaingan yang sehat dalam perdagangan online. Namun, revisi Permendag tersebut masih dalam proses finalisasi dan diharapkan dapat disahkan pada kuartal I-II 2023 (Malik & Rachman, 2021).


Kesimpulan

Saat ini, praktik predatory pricing masih sering terjadi dalam e-commerce. Hal ini mempengaruhi UMKM yang memiliki keterbatasan teknologi produksi, sehingga sulit bersaing dalam harga jual. Performa logistik yang belum siap juga menjadi kendala dalam pasar domestik. Proteksionisme bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi masalah barang impor. Sosialisasi mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan pembeli terhadap produk lokal. Gerakan "Bangga Buatan Indonesia" juga penting dalam mempromosikan dan mendukung produk lokal. Peningkatan literasi digital juga diperlukan agar masyarakat dapat mengidentifikasi produk asli dan menggunakan platform e-commerce dengan bijak.
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